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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 09

Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang APBD Kab. PPU TA. 2024 dan

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang

Penjabaran APBD Kab. PPU TA. 2024

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan dari dana yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran

menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi yang berada dalam tanggung

jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan

atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD yang kemudian digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan laporan keuangan dari pelaksanaan anggaran yang

menjadi kewenangannya. Laporan Keuangan SKPD ini digunakan sebagai dasar

dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah melalui proses

konsolidasian dari semua laporan keuangan dari masing-masing SKPD yang terdiri

dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD : Laporan Realisasi Anggaran

(LRA). Neraca . Laporan Operasional ( LO ).dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK). Laporan Keuangan Dinas Pertaniandi sampaikan dalam rangka memenuhi

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara dan publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran 2024 adalah:

a. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser

Utara di Propinsi Kalimantan Timur

c. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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d. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan. Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah

Pusat dan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah;

j. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah.

k. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

l. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.16 tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

m. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2023 tentang APBD Kab. PPU TA. 2024

n. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kab. PPU TA.

2024

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3 SistematikaPenulisanCatatanAtasLaporanKeuangan SKPD

Bab II: Perkembangan APBD dan Kebijakan Pengelola Keuangan

2.1 Gambaran Ekonomi

2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

2.3 Kebijakan Pengelola Belanja Daerah
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Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV: Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah

4.1 Periode Akuntansi

4.2 Basis Akuntansi

4.3 Pengukuran Belanja

4.4 Persediaan

4.5 Aset Tetap

4.6 Aset Lainnya

4.7 Ekuitas

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI: Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII: Penutup
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BAB II

Perkembangan APBD DAN KEBIJAKAN PENGELOLA KEUANGAN

Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini. kami sampaikan beberapa hal

yang merupakan perkembangan dalam pelaksanaan APBD dan beberapa cacatan

penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam

mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.1. Gambaran Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

Dinas Lingkungan Hidup menjadi bagian Organisasi Perangkat Daerah sejak

Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara,Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan

Lingkungan Hidup sejak tahun 2014 selanjutnya berubah menjadi Dinas Lingkungan

Hidup Tahun 2016 di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi SKPD dan berhak

mengelola anggaran sendiri.

2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-undang

nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Penajam Paser Utara

khususnya Dinas Lingkungan Hidup dikelola secara:

Tertib

Bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung

dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan

Bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.
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Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu: dengan cara

membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan

ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada tingkat harga terendah.

Transparan

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informal yang seluas-luasnya tentang

keuangan daerah.

Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan perimbangan yang objektif.

Kepatutan

Adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat

Bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3. KebijakanPengelolaanBelanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2018 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui

program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung
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Belanja Tidak Langsung, meliputi :

1. Belanja Pegawai

a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan

penambahan PNSD agar diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum

2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan

hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam

rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2023 dan memperhitungkan rencana

kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;

c) Untuk mengantisipas pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan

belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan

formasi pegawai;

d) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk

PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempatbertugas, kondisikerja,

kelangkaanprofesi, prestasikerja, dan/ataupertimbangan obyektif lainnya, yang

criteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepaladaerah;

2. Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi

dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun

2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan

Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk

suransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam

APBD.

Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024, perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis

kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.
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Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan

yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal

diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawa iatau belanja

barangdanjasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan

belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan

fisik dan diatur dalam peraturan kepaladaerah.

Belanja Pegawai

a) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan

kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitunganbesaran

honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah.

b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak

tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pemerintah.

Belanja Barang dan Jasa

a) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan,

jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang

sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2024 dapat menampung obyek belanja dimaksud.

b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar

disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan

Tahun Anggaran 2024. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai

dan volume pekerjaan;

c) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan

secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh Karena itu sebelum

merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian

terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun

umur ekonomisnya;
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d) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri

maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan

jumlah harinya dibatasi;

e) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan

secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan

wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah

daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding

dimaksud;

f) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor,

workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;

g) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya

diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau

lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh

departemen terkait;

h) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan

dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih dipriotaskan untuk

mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

i) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau

barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait

dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba

antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang

berprestasi dalam pelatihan.

Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.28 tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.19 tahun 2010

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2011

tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah Dalam Sistem

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka untuk penganggaran

belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan asset tetapi harus

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset

tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.
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BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut akan dijelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

selama kurun waktu tahun 2024.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. perlu disampaikan beberapa

hal yang merupakan keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting

untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi

pencapaian kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024. Pengelolaan

keuangan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan dengan peningkatan

pengendalian dalam penggunaan dana yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024.

Upaya peningkatan pengendalian dilaksanakan dengan memperketat prioritas

kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada

prinsip-prinsip disiplin anggaran.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat

penghematan dan atau sisa Uang Persediaan yang disetor kembali ke Kas Daerah.

Perencanaan dan program kerja tahunan yang telah dituangkan dalam APBD.

pelaksanaannya dapat dilihat pada rincian realisasi APBD Tahun 2024 yang

menggambarkan pelaksanaan per program dan per kegiatan.

3.1. Rincian Realisasi Kinerja

KODE REKENING NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU

ANGGARAN
REALISASI

SISA
ANGGARAN

5.2 BELANJA LANGSUNG 23.552.058.368 22.603.459.920 948.598.448

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.01.0001
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

8.425.000 8.316.575 108.425

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

607.394 605.000 15.307

5.1.02.01.01.0025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Kertas dan Cover 3.202.807 3.187.500 13.774.168

5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak 2.799.583 2.713.075 86.508

5.1.02.01.01.0029
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer 1.815.216 1.811.000 4.216,
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2.11.2.11.0.00.0.00.11.02.2.01.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN
ASN

4.874.203.300 4.657.960.737 216.242.563

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.726.755.900 1.574.040.284 152.715.616

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 164.733.300 6.300.000 13.774.168

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 111.143.200 106.185.000 4.958.200

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 80.052.500 79.245.000 807.500

5.1.01.01.05.0001
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
PNS 47.537.100 44.805.000 2.732.100

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 97.523.200 93.132.120 4.391.080

5.1.01.01.07.0001
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus PNS 2.765.000 2.234.449 530.551

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.100 23.297 20.803

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.02.0001 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.643.649.000 2.607.336.455 36.312.545

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan
Beban Kerja PNS

2.543.726.000 2.532.897.878 10.828.122

5.1.01.02.03.0001
Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kondisi Kerja PNS 99.923.000 74.438.577 25.484.423

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.06.0001
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR

5.291.766 5.094.000 197.766

5.1.02.01.01.0031
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Listrik 5.291.766 5.094.000 197.766

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.06.0005
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN 19.507.250 16.283.000 3.224.250

5.1.02.01.01.0026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak 19.507.250 16.283.000 3.224.250

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

2.970.000 2.530.000 440.000

5.1.02.02.01.0062
Belanja Langganan Jurnal/Surat
Kabar/Majalah 2.970.000 2.530.000 440.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

539.105.699 538.193.424 912.275

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

80.000.000 79.921.000 79.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

435.550.000 435.047.424 502.576

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

23.555.699 23.225.000 330.699

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT

274.284.925 274.194.650 90.275

5.1.01.03.07.0001
Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan

192.720.000 192.720.000 -

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan
Barang/Jasa

9.060.000 9.060.000 -

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang
Tidak Menghasilkan Pendapatan

21.000.000 21.000.000 -

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

8.320.820 8.285.630 35.190
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5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Kertas danCover

18.367.400 18.359.630 7.770

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Benda Pos

12.500.000 12.500.000 -

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer

12.316.705 12.269.390 47.315

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

353.186.582 340.334.528 12.852.054

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perabot Kantor

10.629.698 10.512.028 117.670

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Suvenir/Cendera Mata

11.624.364 11.400.000 224.364

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik
Tradisional

29.060.910 28.800.000 260.910

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan
Acara

15.000.000 15.000.000 -

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV
Berlangganan

18.037.500 16.807.500 1.230.000

5.1.02.03.02.0115
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat
Reproduksi (Penggandaan)

1.380.000 1.300.000 80.000

5.1.02.03.02.0121
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin

8.159.537 8.035.000 124.537

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-
Komputer Unit-Personal Computer

7.300.000 7.200.000 100.000

5.1.02.03.03.0001
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

5.550.000 5.530.000 20.000

5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor
Beroda Dua

83.226.690 75.450.000 7.776.690

5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi
(Penggandaan)

15.948.615 15.300.000 648.615

5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan
Perlengkapan Kantor

17.861.440 17.580.000 281.440

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor
Lainnya

9.307.407 9.250.000 57.407

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat
Pendingin

14.913.993 14.170.000 743.993

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal
Computer

66.902.089 66.000.000 902.089

5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit
Lainnya

29.746.890 29.700.000 46.890

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal
Computer

3.758.544 3.600.000 158.544

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer
Lainnya

4.778.905 4.700.000 78.905

2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR

6.459.075.000 6.138.503.836 320.571.164

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan
Umum

5.915.075.000 5.594.523.836 320.551.164

5.1.02.02.01.0071 Belanja
Lembur

544.000.000 543.980.000 20.000
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2.11.2.11.0.00.0.00.11.01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR

182.044.400 177.249.661 4.794.739

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

77.220.000 77.151.916 68.084

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan
Perizinan

14.000.000 10.134.100 3.865.900

5.1.02.03.02.0035
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

90.824.400 89.963.645 860.755

2.11.2.11.0.00.0.00.11.02.2.01.0006 PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN /
KOTA

466.304.000 448.370.720 17.933.280

5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa
Konsultansi Lingkungan

455.000.000 439.570.720 15.429.280

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

6.904.000 5.400.000 1.504.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

4.400.000 3.400.000 1.000.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.03.2.01.0001

KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN
PELAKSANAAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA
TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT

554.831.840 549.519.277 5.312.563

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

1.441.696 1.077.000 364.696

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Kertas dan Cover

2.835.166 2.608.000 227.166

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak

5.777.280 5.618.500 158.780

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer

1.709.318 1.638.000 71.318

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

5.000.000 5.000.000 -

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga
Ahli

141.000.000 140.468.650 531.350

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa
Kalibrasi

118.650.000 115.796.463 2.853.537

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

6.307.020 5.889.902 417.118

5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

95.258.084 95.200.000 58.084

5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan
Umum

3.330.000 3.300.000 30.000

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat /
Pelatihan

22.200.000 22.200.000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

109.558.000 109.162.762 395.238

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

41.765.276 41.760.000 5.276

2.11.2.11.0.00.0.00.11.03.2.01.0002

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI
GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

142.694.800 132.546.526 10.148.274

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak

3.509.205 - 3.509.205
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5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer

1.291.595 1.168.830 122.765

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

5.550.000 5.346.000 204.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

127.419.000 122.631.696 4.787.304

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

4.925.000 3.400.000 1.525.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.03.2.01.0005 PELAKSANAAN INVENTARISASI GRK
DAN PENYUSUNAN PROFIL EMISI GRK

23.476.000 22.469.700 1.006.300

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

23.476.000 22.469.700 1.006.300

2.11.2.11.0.00.0.00.11.03.2.02.0001

PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA
MASYARAKAT

66.970.705 41.962.460 25.008.245

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak

1.264.205 417.360 846.845

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

5.000.000 4.923.000 77.000

5.1.02.02.01.0004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

21.670.000 - 21.670.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

36.486.500 34.072.100 2.414.400

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

2.550.000 2.550.000, -

2.11.2.11.0.00.0.00.11.04.2.01.0001
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

381.174.00 361.911.600 19.262.400

5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa
Konsultansi Lingkungan

340.000.000 322.743.600 17.256.400

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

35.724.000 35.318.000 406.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

5.450.000 3.850.000 1.600.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.04.2.01.0007
PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA KEANEKARAGAMAN
HAYATI

445.736.288 409.800.000 35.936.288

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Konstruksi

17.472.910 17.350.000 122.910

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perlengkapan Dinas

118.510.771 118.200.000 310.771

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)

45.288.000 45.000.000 288.000

5.1.02.03.02.0037
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

37.110.000 25.250.000 11.860.000

5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor
Beroda Tiga

165.644.190 149.100.000 16.544.190

5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel
Kayu

14.740.312 13.000.000 1.740.312

5.2.02.03.02.0010 Belanja Modal Peralatan Tukang
Kayu

5.089.805 4.500.000 589.805
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5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan
Lainnya

41.880.300 37.400.000 4.480.300

2.11.2.11.0.00.0.00.11.05.2.02.0002

KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI DALAM
RANGKA PENGANGKUTAN,
PEMANFAATAN, PENGOLAHAN,
DAN/ATAU PENIMBUNAN

11.922.000 10.267.200 1.654.800

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

11.922.000 10.267.200 1.654.800

2.11.2.11.0.00.0.00.11.06.2.01.0005

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH
TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN
YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

59.172.000 58.357.516 814.484

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

2.500.000 2.476.100 23.900

5.1.02.02.01.0004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

3.950.000 3.200.000 750.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

36.822.000 36.811.416 10.584

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

15.900.000 15.870.000 30.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.07.2.01.0001

KOORDINASI, SINKRONISASI,
PENYEDIAAN DATA, DAN INFORMASI
PENGAKUAN KEBERADAAN MHA
KEARIFAN LOKAL ATAU
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK
KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN
TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT
DENGANPPLH

5.264.000 4.914.500 349.500

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

5.264.000 4.914.500 349.500

2.11.2.11.0.00.0.00.11.09.2.01.0001

PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT /
LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA
/ DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI
DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

437.257.848 384.873.69 52.384.149

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

1.525.000 1.500.000 25.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

309.517 279.900 29.617

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Kertas dan Cover

1.428.317 1.307.346 120.971

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak

10.155.650 10.093.000 62.650

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Benda Pos

1.250.000 1.250.000 -

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer

1.803.580 1.725.000 78.580

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perlengkapan Dinas

904.704 904.000 704

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Suvenir/Cendera Mata

7.659.840 7.480.000 179.840
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5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

49.450.500 49.432.300 18.200

5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH
dan WKDH

16.500.000 16.500.000 -

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas
Lapangan (PDL)

5.405.700 5.400.000 5.700

5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian
Siaga

23.272.000 23.200.000 72.000

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik
Tradisional

21.699.540 21.600.000 99.540

5.1.02.02.01.0003
Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

5.250.000 5.250.000 -

5.1.02.02.01.0004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

15.440.000 4.700.000 10.740.000

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan /
Pertandingan

15.000.000 13.500.000 1.500.000

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor
Lainnya

50.000.000 20.050.000 29.950.000

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio
Audio

11.000.000 11.000.000 -

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa
Hotel

18.430.000 11.760.000 6.670.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

121.224.000 118.422.153 2.801.847

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

35.549.500 35.520.000 29.500

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat
Perlombaan

11.000.000 11.000.000 -

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas
Suatu Prestasi

13.000.000 13.000.000 -

2.11.2.11.0.00.0.00.11.10.2.01.0004

PENGELOLAAN PENGADUAN
PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
TINGKATKABUPATEN/KOTA

84.791.000 65.991.767 18.799.233

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

6.000.000 5.988.000 12.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga
Ahli

13.000.000 - 13.000.000

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa
Kalibrasi

12.525.000 6.740.649 5.784.351

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

29.066.000 29.065.618 382

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

24.200.000 24.197.500 2.500

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0007

PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA

3.169.343.487 65.991.767 18.799.233

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Konstruksi

23.645.553 22.100.000 1.545.553

5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian
Siaga

51.663.840 51.520.000 143.840
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5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu -
Rambu

7.494.720 7.400.000 94.720

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga
Ahli

50.000.000 49.950.000 50.000

5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem
Informasi

45.000.000 45.000.000 -

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan
Perizinan

20.294.000 18.954.463 1.339.537

5.1.02.02.08.0007

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Konstruksi Pondasi serta Struktur
Bangunan

98.640.000 98.346.000 294.000

5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat
Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

22.715.750 22.346.300 369.450

5.1.02.03.02.0036
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang

9.750.000 9.089.505 660.495

5.1.02.03.02.0037
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

486.141.000 486.119.000 22.000

5.1.02.03.03.0001
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

89.755.821 89.200.000 555.821

5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor
Khusus

2.057.465.831 2.025.500.000 31.965.831

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor
Lainnya

9.038.588 9.000.000 38.588

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal
Mebel

28.878.009 28.700.000 178.009

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat
Pendingin

14.075.812 13.200.000 875.812

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)

109.446.000 98.000.000 11.446.000

5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio
Audio

19.120.456 19.100.000 20.456

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal
Computer

26.218.107 26.000.000 218.107

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0012 PENANGANAN SAMPAH
MELALUI\ PENGANGKUTAN

1.742.005.040 1.716.221.900 25.783.140

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Konstruksi

5.550.000 5.500.000 50.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

1.715.625.000 1.690.602.900 25.022.100

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perabot Kantor

4.095.860 4.000.000 95.860

5.1.02.01.01.0036
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya

2.094.480 2.000.000 94.480

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan
(PDL)

5.405.700 5.300.000 105.700

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

4.834.000 4.699.000 135.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

4.400.000 4.120.000 280.000



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

CatatanatasLaporanKeuangan
TahunAnggaran 2024

(DalamRppenuh, kecualidisebutkan lain)

17

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0013 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI
PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH

304.093.000 302.600.180 1.492.820

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat /
Pelatihan

145.000.000 145.000.000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

154.093.000 152.810.180 1.282.820

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

5.000.000 4.790.000 210.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0016 PENANGANAN SAMPAH MELALUI
PENGUMPULANSAMPAH

192.794.780 191.478.750 1.316.030

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Konstruksi

10.977.780 10.700.000 277.780

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

141.000.000 139.978.750 1.021.250

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Benda Pos

3.000.000 3.000.000 -

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perabot Kantor

37.817.000 37.800.000 17.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0017

PENANGANAN SAMPAH MELALUI
PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN
SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN
SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,
PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT
PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK
SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA
SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANGAN

571.749.340 554.540.000 17.209.340

5.1.02.01.01.0036
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya

14.618.700 14.350.000 268.700

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

30.000.000 30.000.000 -

5.1.02.02.01.0003
Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

2.700.000 1.800.000 900.000

5.1.02.02.01.0004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

9.000.000 - 9.000.000

5.1.02.03.02.0117
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya

10.430.640 3.390.000 7.040.640

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu
Prestasi

505.000.000 505.000.000 -

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0018 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH

220.000.000 220.000.000 -

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan
Pemotretan

220.000.000 220.000.000 -

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0019
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI
PEMBATASAN PENDAURAN ULANG
SAMPAH

549.286.118 492.052.646 57.233.472

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

107.207.500 85.414.000 21.793.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

186.175 - 186.175

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Kertas dan Cover

4.951.110 4.895.215 55.895
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5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak

10.937.800 4.908.000 6.029.800

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer

2.525.012 2.467.530 57.482

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perabot Kantor

6.795.904 6.600.000 195.904

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Suvenir/Cendera Mata

32.543.672 32.456.000 87.672

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

44.400.000 44.275.000 125.000

5.1.02.02.01.0003
Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

9.450.000 4.300.000 5.150.000

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan /
Pertandingan

16.500.000 16.250.000 250.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan
Acara

75.400.000 67.170.000 8.230.000

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan
Air

6.006.000 2.430.118 3.575.882

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan
Listrik

13.048.820 7.101.450 5.947.370

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV
Berlangganan

13.139.625 12.090.011 1.049.614

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor
Lainnya

10.000.000 10.000.000 -

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio
Audio

11.000.000 11.000.000 -

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

91.152.000 90.975.322 176.678

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

3.292.500 2.720.000 572.500

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat
Perlombaan

90.750.000 87.000.000 3.750.000

2.11.2.11.0.00.0.00.11.11.2.01.0020

PENANGANAN SAMPAH MELALUI
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI
TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU
TPA/TPST REGIONAL

1.405.098.200 1.357.395.800 47.702.400

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

1.314.000.000 1.274.072.000 39.928.000

5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan –
Pakan

30.951.200 30.800.000 151.200

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa
Kalibrasi

17.160.000 16.317.000 843.000

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan
Listrik

29.075.000 22.312.000 6.763.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

13.912.000 13.894.800 17.200
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Laporan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Kerangka

Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah

disusun dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Perubahan peraturan tersebut dikarenakan adanya perbaikan dan penyempurnaan isi

kebijakan akuntansi daerah serta penjelasan tentang nilai kapitalisasi asset daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara, yang pada peraturan kebijakan sebelumnya belum dijelaskan.

Berikut ini akan kami jelaskan ringkasan isi Kebijakan Akuntansi Keuangan Kabupaten

Penajam Paser Utara sebagai berikut:

4.1 Periode Akuntansi

Perioda Akuntansi adalah jangka waktu satu Tahun Anggaran. dimulai tanggal 1

Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis

kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran serta basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam

neraca. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan dan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk neraca

berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transasksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Pengakuan Belanja

Pengakuan Akuntansi dibagi menjadi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal serta

perlakuan akuntansi untuk Belanja Pemeliharaan. Pengakuan Akuntansi untuk Belanja

Barang Pakai Habis dan Belanja Modal yaitu suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan

sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi criteria sebagai

berikut:
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- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;

- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk

dijual;

- Nilai nominalnya diatas Rp 500.000,- untuk peralatan mesin dan alat olahraga.

Sedangkan perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan adalah:

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasimenjadiasettetap) jika memenuhi criteria sebagai berikut:

- Mamfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara:

a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau

c. Bertambah volume,dan/atau

d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau

- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap

tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah

ditetapkan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk

seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif BUD untuk

masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.Khusus pengeluaran melalui

bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan BUD/Kuasa BUD/PenggunaAnggaran.

4.4 Persediaan

Persediaan adalah asset lancar yang berbentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Persedian diakui pada saat potensi mamfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal. Pada saat akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik (stock opname).

4.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimamfaatkan oleh masyaraka

tumum.Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset
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(dikaptalisir).Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangka mamfaat lebih dari satu

periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, missal penambahan satu unit AC dalam

sebuah mobil atau penambahan teras gedung. Untuk dapat diakui sebagai asset tetap,

suatu asset berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa mamfaat lebihdari 12 bulan;

- Biaya perolehan asset dapatdiukur secara andal;

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

- Diperoleh atau dibangu dengan maksud digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.Apabila penilaian asset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan

pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.6 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah asset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai

asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri

dari: tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah,

kemitraan dengan pihak ketiga, asset tidak berwujud dan aset lain-lain.

4.7 Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan

kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan kedalam: ekuitas dana

lancar,ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancer adalah

selisih antara asset lancer dengan kewajiban jangka pendek, ekuitas dana investasi adalah

kekayaan pemda yang tertanam dalam aset non lancer selain dana cadangan, dikurangi

dengan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana cadangan adalah: kekayaan

pemda yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai

peraturan perundang-undangan.
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BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dari penjelasan masing – masing Pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA – SKPD )

Jumlah pendapatan LRA pada Dinas Lingkungan Hidup untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 22.603.459.920

5.1.2. Belanja SKPD

Belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran

belanja Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap menjamin terpenuhinya

kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. dengan mempertimbangkan

penghematan dan efisiensi penggunaan belanja Dinas Pertanian. menjamin

terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan. serta terselenggaranya

agenda-agenda penting Dinas Lingkungan Hidup.

Belanja Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 19.944.209.920

2. Belanja Modal sebesar Rp. 2.659.250.000

Realisasi belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 22.603.459.920

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 19.944.209.920

Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.880.740.737

Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.063.469.183

Berdasarkan realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup maka terdapat

SILPA anggaran pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 948.598.448

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 5.1 Rekapitulasi Realisasi BelanjaTahun Anggaran 2024

No Uraian
Anggaran 2024

(Rp)

Realisasi 2024

(Rp)

I Belanja Operasi 20.814.016.385 19.944.209.920

a. Belanja Pegawai 5.096.983.300 4.880.740.737

b. Belanja Barang dan Jasa 15.717.033.085 15.063.469.183

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

Operasi Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 20.814.016.385

dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.944.209.920 atau sebesar 95,82 %.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Belanja Pegawai 31-12-2024

(Dalam Rp)

4.880.740.737

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp.5.096.983.300 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.880.740.737 atau

sebesar 95,76 %

Belanja Barang dan Jasa 31-12-2024

( Dalam Rupiah )

15.063.469.183

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp. 15.717.033.085 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 15.063.469.183

atau sebesar 95,84%

2. Belanja Modal sebesar Rp. 2.659.250.000

Yaitu Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.659.250.000
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Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh

aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

(satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp. 2.738.041.983 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.659.250.000 atau

sebesar 97,12%. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut :

Tabel 5.2 Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

No. Uraian
Anggaran TA.

2024
(Rp.)

Realisasi TA 2024
(Rp.)

1
Belanja Modal
Peralatan Mesin 2.738.041.983 2.659.250.000

3. Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA. 2024 (SILPA)

SILPA 31-12-2024

(Dalam Rp)

948.598.448

SILPA merupakan selisih antara surplus/(defisit) dengan pembiayaan
netto. SILPA tahun 2024 adalah sebesar Rp. 948.598.448 dari total
Anggaran belanja Rp. 23.552.058.368

5.1.3. Pendapatan Laporan Operasional ( LO – SKPD )

Jumlah pendapatan LO pada Dinas Lingkungan Hidup untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 334.590.298

5.1.4. Beban

Jumlah Beban pada Dinas Lingkungan Hidup untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 18.877.602.452

5.1.4.1. Beban Pegawai

Jumlah beban Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar

Rp.4.696.443.589
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5.1.4.2. Beban Barang dan Jasa ( Selain beban persediaan )

Jumlah beban Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup periode

31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 14.181.158.863

5.1.7.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset

Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 36.561.050.545,43

Penjelasan per sub akun dari aset tetap sebagai berikut :

Aset Tanah (KIB.A) 31-12-2024

(Dalam Rp)

-

Merupakan nilai Aset Tanah per 31 Desember 2024 menjadi Aset

yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara di Dinas Lingkungan Hidup dan digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Aset Peralatan dan Mesin

(KIB.B)

31-12-2024

(Dalam Rp)

29.811.176.560,43

Merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

sebesar Rp. 27.151.926.560,43 terjadi Penambahan Aset di Tahun

2024 sebesar Rp. 2.659.250.000,00. Sehingga total aset peralatan dan

mesin yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebesar Rp.

29.811.176.560,43 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan.
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Gedung dan Bangunan (KIB.C) 31-12-2024

(Dalam Rp)

4.385.952.400,00

Merupakan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

sebesar Rp. 4.385.952.400,00. Total aset Gedung dan Bangunan yang

dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 4.385.952.400,00 dan

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan

(KIB.D)

31-12-2024

(Dalam Rp)

2.019.970.300,00

Total aset yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah

sebesar Rp. 2.019.970.300,00 dan digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

Aset Tetap Lainnya (KIB.E) 31-12-2024

(Dalam Rp)

3.980.000,00

Total Aset Tetap Lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara di Dinas Lingkungan Hidup Tahun

2024 adalah sebesar Rp. 3.980.000,00 dan digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

(KIB.F)

31-12-2024

(Dalam Rp)

339.971.285,00

Total Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki dan atau

dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Dinas
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Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 339.971.285,00 dan

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

5.1.7.3. Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud (KIB. ATB)

31-12-2024

(Dalam Rp)

-

Total aset TakBerwujudyang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara di Dinas Lingkungan Hidup Tahun

2024 adalah sebesar Rp. - dan digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

Aset Lain-lain ( Aset Kondisi Rusak Berat )

31-12-2024

( Dalam Rp )

3.038.879.360,96

Merupakan nilai aset Lain-Lain kondisi rusak berat per 31 Desember

2024 Sebesar Rp. 3.038.879.360,96 sehingga Total Aset Lainnya yang

dalam kondisi rusak berat yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara di Dinas Lingkungan Hidup adalah

sebesar Rp. 3.038.879.360,96.

5.1.8 Kewajiban

Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.

Penyajian utang pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
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5.1.8.1.Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan

dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah

tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari

pinjaman (bagian utang jangka panjang dan utang kepada pihak

ketiga). utang bunga. maupun utang perhitungan fihak ketiga (PFK).

5.1.9 EKUITAS

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara.Pada Dinas Lingkungan Hidup dengan

cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai

Ekuitas Dana Dinas Lingkungan Hidup per-31 Desember 2024

berjumlah Rp. 37.252.268.733,21
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BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup melalui sekolah meraih Penghargaan

dibidang Adiwiyata Tingkat Kabupaten, adapun sekolah tersebut adalah :

 SDN 004 SEPAKU

 SDN 022 SEPAKU

 SDN 006 PENAJAM

 SDN 036 PENAJAM

 SDN 037 PENAJAM

 SMPN 10 PPU

 SMPN 23 PPU

 SMP INTEGRAL AL MUZAMMIL

2. Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup melalui sekolah meraih Penghargaan

dibidang Adiwiyata Tingkat Provinsi, adapun sekolah tersebut adalah :

 SDN 002 BABULU

 SDN 001 SEPAKU

 SDN 005 SEPAKU

 SDN 017 SEPAKU

3. Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup melalui sekolah meraih Penghargaan

dibidang Adiwiyata Tingkat Nasional, adapun sekolah tersebut adalah :

 SDN 009 PENAJAM

 SDN 020 PENAJAM

 SDN 028 PENAJAM

4. Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup meraih Penghargaan dibidang Adipura

Tingkat Nasional untuk Tahun 2023
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BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

 Pendapatan Hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 334.590.298,-

 Realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.603.459.920 atau 95,97 % dari anggaran
sebesar Rp 23.552.058.368

 Surplus Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 18.543.012.154

 Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 37.252.268.733,21

 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 0-.

 Jumlah Aset Tahun 2024 sebesar Rp. 36.561.050.545,43,-
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